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This study examines the legal protection afforded to holders of 

conventional land certificates amid the digital transformation of 

land administration in Indonesia, particularly following the Ministry 

of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency's 

implementation of electronic land documents. The study is motivated 

by continuing agrarian disputes, legal uncertainty, and public 

concerns regarding the security of digital land data, including risks 

of data alteration, administrative failure, and cyber intrusion. Using 

a normative juridical approach, this research analyzes statutory 

regulations, legal doctrines, and related legal materials concerning 

land registration and electronic certification. The findings indicate 

that conventional land certificates remain legally valid and retain 

evidentiary force during the transition to electronic certification. 

However, the transition has not yet been supported by fully coherent 

legal and administrative safeguards, particularly regarding 

historical data accuracy, system reliability, and protection against 

digital vulnerabilities. This condition creates a degree of legal 

uncertainty for owners of older certificates, especially those with 

limited access to information and digital services. The study 

concludes that stronger legal protection requires not only regulatory 

harmonization but also gradual implementation, institutional 

readiness, data security assurance, and broader public legal 

education to ensure that digital transformation in land 

administration promotes legal certainty, justice, and equitable 

access for all land rights holders. 
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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat tanah konvensional dalam 

proses transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini 

adalah masih tingginya sengketa pertanahan, ketidakpastian hukum, serta kekhawatiran terhadap 

keamanan data dalam sistem elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap regulasi dan 

doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat konvensional tetap sah dan 

memiliki kekuatan pembuktian yang kuat selama masa transisi menuju sertipikat elektronik. 

Namun, implementasi digitalisasi belum sepenuhnya didukung oleh perlindungan hukum dan 

sistem administratif yang memadai, khususnya terkait akurasi data historis, keandalan sistem, dan 

risiko keamanan siber. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi 

masyarakat dengan keterbatasan akses informasi dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan 

harmonisasi regulasi, penguatan sistem keamanan data, serta peningkatan literasi hukum 

masyarakat agar transformasi digital pertanahan dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan 

secara inklusif. 

Kata Kunci: Sertipikat Elektronik, Sertipikat Tanah, Agraria 
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I. PENDAHULUAN 

Transformasi digital dalam administrasi pertanahan merupakan bagian dari agenda modernisasi 

pelayanan publik yang saat ini terus dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional. Salah satu wujud konkret dari kebijakan tersebut adalah penerapan sertipikat tanah 

elektronik sebagai instrumen administrasi pertanahan yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, 

akurasi, transparansi, dan perlindungan terhadap hak atas tanah. Dalam konteks ini, pemerintah 

menempatkan digitalisasi sebagai respons atas kebutuhan pembaruan sistem pertanahan yang selama ini 

dinilai masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari lambannya pelayanan, lemahnya sinkronisasi 

data, hingga maraknya sengketa dan penyalahgunaan dokumen pertanahan. Kebijakan tersebut 

kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran 

Tanah. 

Secara normatif, sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat atas tanah, hak pengelolaan, 

tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang telah dibukukan dalam buku 

tanah. Konsepsi ini sejalan dengan sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan kedudukan tersebut, sertipikat 

tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan 

hukum bagi pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, perubahan sistem dari sertipikat analog menuju 

sertipikat elektronik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan teknis administratif, 

melainkan juga sebagai perubahan yang memiliki implikasi hukum terhadap kepastian status hak, 

kekuatan pembuktian, serta perlindungan terhadap pemilik tanah. 

Urgensi pembaruan sistem pertanahan tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa sengketa, 

tumpang tindih kepemilikan, pemalsuan dokumen, dan praktik mafia tanah masih menjadi persoalan 

serius dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia. Dalam banyak kasus misalnya 

dalam (Fakhriah et al., 2026; Juleha & Atika Ayu Setia, 2025; Purnama et al., 2026), menyatakan bahwa 

masyarakat justru berada pada posisi yang rentan akibat rendahnya pemahaman hukum pertanahan, 

keterbatasan akses informasi, dan lemahnya penguasaan atas dokumen hak yang dimiliki. Kondisi ini 

semakin kompleks ketika pelayanan pertanahan diarahkan menuju sistem digital, sementara tidak 

seluruh lapisan masyarakat memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi perubahan tersebut. Di 

satu sisi, digitalisasi menjanjikan efisiensi dan keamanan data; namun di sisi lain, proses transisi ini juga 

menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem, akurasi data historis, serta jaminan perlindungan 

hukum bagi pemegang sertipikat lama (Hilmi, 2025). 

Dalam perspektif pelayanan publik, pemanfaatan teknologi digital di bidang pertanahan pada 

dasarnya merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi. Sistem elektronik memungkinkan 

pengelolaan data pertanahan secara lebih cepat, terintegrasi, dan terdokumentasi, sehingga berpotensi 

mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan administrasi untuk melakukan 
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penyimpangan (Houser & Bagby, 2023; Rashid et al., 2025). Perkembangan ini juga menunjukkan 

bahwa pemerintah berupaya menyesuaikan tata kelola pertanahan dengan tuntutan zaman yang semakin 

berbasis data dan teknologi. Sebelum sistem digital dikembangkan, berbagai persoalan administratif 

sering muncul akibat tidak sinkronnya pencatatan antara dokumen di tingkat lokal dan kantor 

pertanahan, lambannya proses penerbitan sertipikat, serta lemahnya sistem pengarsipan (Awaisheh, 

2025; Khan et al., 2009; Peran et al., 2025; Rahman, 2023). Situasi tersebut tidak hanya memperbesar 

biaya sosial dan administratif yang harus ditanggung masyarakat, tetapi juga membuka celah terjadinya 

konflik pertanahan di kemudian hari.  

Kebijakan transformasi digital pertanahan pada dasarnya telah mulai dirintis sejak 

diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Namun, seiring perkembangan kebutuhan pengaturan, 

kebijakan tersebut kemudian disesuaikan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam 

Kegiatan Pendaftaran Tanah. Penyesuaian regulasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pertanahan 

merupakan proses kebijakan yang terus berkembang, sekaligus menandakan adanya upaya pemerintah 

untuk membangun sistem administrasi pertanahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan 

teknologi. Meskipun demikian, pembaruan regulasi belum serta-merta menuntaskan persoalan 

mendasar, khususnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang masih 

memegang sertipikat analog (Andilsim et al., 2025; Tobing et al., 2025). 

Persoalan utama yang kemudian muncul adalah bagaimana kedudukan hukum sertipikat analog 

dalam masa transisi menuju sistem elektronik, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat 

diberikan kepada pemilik sertipikat lama apabila terjadi kegagalan administrasi, ketidaksesuaian data, 

atau gangguan keamanan digital. Isu ini penting karena dalam praktiknya, masyarakat belum 

sepenuhnya memperoleh pemahaman yang memadai mengenai status hukum sertipikat lama, 

mekanisme konversi ke bentuk elektronik, maupun jaminan perlindungan atas data kepemilikan yang 

telah lama dimiliki. Di samping itu, kekhawatiran terhadap perubahan data secara sepihak, potensi 

peretasan, serta lemahnya literasi digital masyarakat dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik 

terhadap implementasi sertipikat elektronik. 

Dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak atas tanah tidak boleh melemah hanya karena 

adanya perubahan sistem administrasi. Sertipikat analog yang diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum 

yang sah pada masanya tetap harus memperoleh pengakuan dan perlindungan yang setara sepanjang 

belum ada dasar hukum yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, transformasi digital seharusnya 

tidak menimbulkan ketidakpastian baru, melainkan justru memperkuat kepastian hukum dan akses 

keadilan bagi masyarakat. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yakni untuk menelaah secara normatif 

apakah kerangka regulasi yang ada telah cukup memberikan jaminan perlindungan hukum bagi 

pemegang sertipikat lama dalam konteks digitalisasi administrasi pertanahan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat lama 

dalam proses transformasi digital Badan Pertanahan Nasional. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek 

utama, yaitu status hukum sertipikat analog dalam masa transisi digital dan bentuk perlindungan hukum 

bagi pemegang sertipikat analog terhadap potensi kegagalan administrasi digital. Berbeda dengan kajian 

lain yang umumnya menyoroti sertipikat elektronik dari sudut efisiensi administratif atau modernisasi 

pelayanan, penelitian ini menempatkan perhatian pada jaminan kepastian hukum bagi pemegang 

sertipikat lama yang masih berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan perubahan sistem. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam penguatan 

diskursus hukum pertanahan, sekaligus menjadi rujukan normatif bagi pembentukan kebijakan yang 

lebih adil, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan 

hukum sebagai norma, kaidah, dan sistem aturan yang menjadi dasar dalam menganalisis suatu 

persoalan hukum. Metode ini dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada pengukuran gejala 

empiris di lapangan, melainkan pada penelaahan terhadap konstruksi hukum, sinkronisasi regulasi, dan 

jaminan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat tanah konvensional dalam proses transformasi 

digital administrasi pertanahan. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif dinilai tepat karena 

mampu menjelaskan status hukum sertipikat analog, hubungan antarperaturan yang berlaku, serta 

bentuk perlindungan hukum yang tersedia dalam kerangka hukum positif Indonesia. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan 

perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain 

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 

2023 yang mengatur sertipikat elektronik dan penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan 

pendaftaran tanah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis 

konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, keabsahan alat bukti hak atas tanah, dan transformasi 

digital dalam administrasi pertanahan. 

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan 

pendaftaran tanah, sertipikat hak atas tanah, dan digitalisasi administrasi pertanahan. Adapun bahan 

hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta laporan atau 

hasil kajian yang relevan dengan isu perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat analog dan 

implementasi sertipikat elektronik. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan 

menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek 



 
 
 
 

   

A. F. Rohman et al. 

140    JAKSA – Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik | Vol. 4, No. 1, April 2026 
 
 
 

penelitian. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. 

Analisis ini dilakukan dengan menguraikan isi peraturan, menilai keterkaitan antarnorma, serta 

menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur kedudukan sertipikat analog dalam masa transisi menuju 

sistem elektronik. 

Kerangka analisis dalam penelitian ini bertumpu pada teori kepastian hukum dan teori 

perlindungan hukum. Kedua teori tersebut digunakan untuk menilai apakah kebijakan transformasi 

digital di bidang pertanahan telah memberikan jaminan hukum yang memadai bagi pemegang sertipikat 

lama, serta untuk menelaah sejauh mana negara hadir dalam memastikan bahwa perubahan sistem 

administrasi tidak mengurangi keabsahan, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hak atas tanah yang 

telah diperoleh secara sah. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Kedudukan Hukum Sertipikat Analog Dalam Transformasi Digital 

Transformasi digital dalam administrasi pertanahan telah mendorong perubahan signifikan dalam 

sistem pendaftaran tanah di Indonesia, khususnya melalui penerapan sertipikat tanah elektronik. Dalam 

praktiknya, Kantor Pertanahan sebagai penyelenggara layanan publik memiliki kewenangan untuk 

melaksanakan proses migrasi dari sertipikat analog menuju sertipikat elektronik. Digitalisasi ini 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keamanan data pertanahan, termasuk dalam 

proses verifikasi dokumen guna meminimalkan risiko pemalsuan dan manipulasi data. 

Penerapan sertipikat elektronik merupakan respons pemerintah terhadap berbagai persoalan 

pertanahan yang selama ini terjadi, seperti sengketa kepemilikan, penerbitan sertipikat ganda, dan 

praktik mafia tanah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi berbasis dokumen 

fisik memiliki keterbatasan dalam menjamin kepastian hukum secara optimal. Oleh karena itu, 

digitalisasi dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pertanahan melalui 

sistem yang lebih terintegrasi dan transparan. 

Secara normatif, kegiatan pendaftaran tanah merupakan rangkaian proses yang dilaksanakan secara 

berkelanjutan, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data 

yuridis maupun data fisik terkait bidang tanah (Ramadhani, 2021). Dalam konteks ini, penerapan 

sertipikat elektronik tidak mengubah substansi hukum dari pendaftaran tanah itu sendiri, melainkan 

hanya mengubah media penyimpanan dan pengelolaan data dari bentuk fisik menjadi digital. Dengan 

demikian, tujuan utama pendaftaran tanah, yaitu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, 

tetap menjadi prinsip yang harus dijaga dalam sistem elektronik. 

Meskipun demikian, implementasi transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru, 

khususnya terkait keamanan data dan potensi kejahatan siber (Hidayah et al., 2024; Kekuatan et al., 

2025). Risiko seperti peretasan sistem, perubahan data secara tidak sah, serta kehilangan data menjadi 

isu yang perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data 
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yuridis dan fisik dalam sistem elektronik harus didukung oleh sistem keamanan yang kuat dan berlapis 

untuk menjamin integritas informasi pertanahan. 

Dalam perspektif teori kepastian hukum, hukum harus mampu memberikan kejelasan dan jaminan 

bagi subjek hukum dalam memahami hak dan kewajibannya, serta konsekuensi dari setiap tindakan 

hukum yang dilakukan (Agustalita, Yuherawan, et al., 2022; Aulia et al., 2024; Halilah & 

Fakhrurrahman Arif, 2021; Remaja, 2014). Dalam konteks transformasi digital, prinsip ini menuntut 

agar perubahan sistem administrasi tidak menimbulkan ketidakpastian baru, terutama bagi pemegang 

sertipikat analog yang telah memperoleh haknya secara sah berdasarkan ketentuan hukum sebelumnya. 

Sertipikat analog yang diterbitkan sebelum implementasi sistem elektronik tetap memiliki 

kedudukan hukum yang sah dan kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini sejalan dengan ketentuan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa sertipikat merupakan alat 

bukti yang kuat sepanjang data yang tercantum di dalamnya sesuai dengan data dalam buku tanah dan 

surat ukur. Dengan demikian, keberlakuan sertipikat analog tidak serta-merta hilang dengan adanya 

kebijakan digitalisasi, melainkan tetap diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah. 

Dalam praktiknya, proses konversi dari sertipikat analog ke sertipikat elektronik dilakukan secara 

bertahap dan tidak bersifat wajib. Pemegang hak atas tanah tetap memiliki kebebasan untuk 

mempertahankan sertipikat analog sepanjang tidak terdapat kebutuhan administratif yang mengharuskan 

konversi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi tidak dimaksudkan untuk menghapus 

keberlakuan sertipikat lama, melainkan untuk meningkatkan kualitas sistem administrasi pertanahan 

secara keseluruhan. 

Namun demikian, permasalahan muncul ketika data historis dalam sertipikat analog tidak 

sepenuhnya sinkron dengan data dalam sistem elektronik. Ketidaksesuaian ini dapat berpotensi 

menimbulkan konflik, terutama dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atau penerbitan sertipikat 

ganda. Dalam kondisi tertentu, ketidakakuratan data lama dapat menyulitkan proses verifikasi dan 

validasi dalam sistem digital, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang 

diberikan kepada pemegang hak(Morad et al., 2025; Supriyanti, 2023; Wibowo, 2023). 

Selain itu, penggunaan sertipikat analog juga memiliki kelemahan dari aspek fisik, seperti risiko 

kerusakan, kehilangan, dan pemalsuan dokumen. Berbeda dengan sertipikat elektronik yang dilengkapi 

dengan sistem keamanan digital, seperti tanda tangan elektronik dan enkripsi data, sertipikat analog 

lebih rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, digitalisasi pada dasarnya memberikan 

keunggulan dalam aspek keamanan dan efisiensi, meskipun tetap memerlukan penguatan dari sisi 

regulasi dan implementasi. 

Dengan demikian, kedudukan hukum sertipikat analog dalam masa transformasi digital tetap diakui 

dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertipikat elektronik. Namun, keberlakuan tersebut 
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harus didukung oleh sistem administrasi yang mampu menjamin akurasi data, sinkronisasi informasi, 

dan perlindungan terhadap potensi risiko digital. Transformasi digital seharusnya tidak hanya 

berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa prinsip kepastian hukum 

dan perlindungan hak atas tanah tetap terjaga secara optimal dalam setiap tahapan implementasinya. 

B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertipikat Analog terhadap Transformasi 

Digital 

Transformasi digital dalam administrasi pertanahan tidak hanya membawa perubahan pada sistem 

pengelolaan data, tetapi juga menuntut adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi 

pemegang hak atas tanah, khususnya pemilik sertipikat analog. Dalam konteks negara hukum, 

perlindungan terhadap hak atas tanah merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui 

sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. 

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat analog dapat dipahami melalui dua pendekatan 

utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa sebelum terjadi, sedangkan perlindungan represif 

diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penegakan hukum. Dalam konteks digitalisasi 

pertanahan, pendekatan preventif menjadi sangat penting, karena risiko yang muncul tidak hanya 

berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup potensi kejahatan siber, kesalahan sistem, 

dan penyalahgunaan data (Kekuatan et al., 2025). 

Secara normatif, keberlakuan sertipikat analog tetap diakui dan tidak dihapuskan oleh kebijakan 

sertipikat elektronik. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa sertipikat lama tetap sah sepanjang 

belum dilakukan konversi atau perubahan data. Dengan demikian, pemegang sertipikat analog tetap 

memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak untuk mempertahankan 

bukti kepemilikan yang dimilikinya. 

Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut menghadapi berbagai tantangan, 

terutama dalam konteks transformasi digital. Salah satu tantangan utama adalah potensi ketidaksesuaian 

antara data fisik dalam sertipikat analog dengan data yang tersimpan dalam sistem elektronik. 

Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan risiko sengketa, terutama apabila terjadi kesalahan dalam 

proses digitalisasi atau penginputan data. Selain itu, faktor human error dalam pengelolaan data 

elektronik juga dapat memengaruhi validitas informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan administratif. 

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan ancaman baru berupa kejahatan siber, 

seperti peretasan sistem dan manipulasi data digital. Kondisi ini menuntut adanya sistem keamanan yang 

kuat dan berlapis untuk melindungi data pertanahan yang bersifat sensitif dan memiliki nilai hukum 
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tinggi. Pemerintah sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab penuh dalam 

menjamin keamanan dan integritas data tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan data 

pribadi (Kriswandaru et al., 2024; Kriswandaru & Pratiwi, 2024; Putra et al., 2024; Shodiq et al., 2025; 

Tarigan, 2025). 

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat analog tidak hanya berkaitan 

dengan pengakuan normatif terhadap keberlakuan sertipikat, tetapi juga mencakup jaminan terhadap 

keamanan data, keakuratan informasi, dan akses terhadap layanan pertanahan yang adil. Upaya 

perlindungan tersebut perlu dilakukan secara komprehensif, baik melalui penguatan regulasi, 

peningkatan kualitas sistem teknologi, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam 

pengelolaan administrasi pertanahan. 

Selain itu, faktor sosial juga memiliki peran penting dalam efektivitas perlindungan hukum. Tingkat 

literasi hukum dan literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan dalam implementasi sertipikat 

elektronik. Sebagian masyarakat, khususnya yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses 

teknologi, belum sepenuhnya memahami mekanisme dan manfaat digitalisasi pertanahan. Kondisi ini 

dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik serta berpotensi 

menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan informasi. 

Meskipun demikian, digitalisasi pertanahan juga memberikan berbagai keunggulan dalam aspek 

perlindungan hukum. Sertipikat elektronik dilengkapi dengan fitur keamanan seperti tanda tangan 

elektronik, sistem enkripsi, dan integrasi data yang memungkinkan proses verifikasi dilakukan secara 

lebih cepat dan akurat. Hal ini berpotensi mengurangi risiko pemalsuan dokumen dan meningkatkan 

transparansi dalam administrasi pertanahan. Di sisi lain, sertipikat analog yang berbentuk fisik masih 

memiliki kelemahan, seperti rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan pemalsuan dokumen. 

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap pemegang sertipikat analog tetap 

dijamin sepanjang sertipikat tersebut diterbitkan secara sah oleh pejabat yang berwenang dan datanya 

sesuai dengan catatan dalam buku tanah. Bahkan dalam hal terjadi sengketa, sertipikat analog tetap dapat 

digunakan sebagai alat bukti yang kuat di hadapan pengadilan. Dengan demikian, keberadaan sertipikat 

elektronik tidak menghapus atau menggantikan secara langsung kedudukan hukum sertipikat analog, 

melainkan berjalan secara paralel dalam masa transisi. 

Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital dalam administrasi pertanahan sangat bergantung 

pada kemampuan negara dalam menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh. Hal ini mencakup 

harmonisasi regulasi, penguatan sistem keamanan data, peningkatan literasi masyarakat, serta 

penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Tanpa adanya jaminan perlindungan 

yang memadai, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan bentuk ketidakpastian hukum baru bagi 

masyarakat. 
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Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat analog dalam era transformasi 

digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara implementatif melalui 

kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Prinsip kepastian hukum dan 

keadilan harus tetap menjadi landasan utama, sehingga transformasi digital dapat memberikan manfaat 

yang optimal tanpa mengurangi hak-hak masyarakat sebagai pemegang sah atas tanah. 

IV. KESIMPULAN 

Transformasi digital dalam administrasi pertanahan melalui penerapan sertipikat elektronik pada 

dasarnya merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, keamanan 

data, dan tertib administrasi pertanahan. Namun demikian, perubahan sistem ini tidak menghapus 

kedudukan hukum sertipikat analog yang telah diterbitkan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sertipikat analog tetap memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat 

sepanjang data fisik dan data yuridisnya sesuai dengan catatan resmi pertanahan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam masa transisi digital bukan terletak 

pada hilangnya keabsahan sertipikat lama, melainkan pada belum optimalnya kesiapan sistem hukum 

dan administratif dalam menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pemegang sertipikat 

analog. Risiko ketidaksesuaian data historis, kesalahan administrasi, keterbatasan literasi digital 

masyarakat, serta ancaman keamanan siber masih menjadi tantangan nyata dalam implementasi 

digitalisasi pertanahan. 

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat analog harus ditempatkan 

sebagai bagian penting dari kebijakan transformasi digital pertanahan. Penguatan tersebut memerlukan 

harmonisasi regulasi, peningkatan keandalan sistem elektronik, jaminan keamanan data, serta sosialisasi 

yang berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi pertanahan tidak hanya 

berorientasi pada modernisasi administrasi, tetapi juga benar-benar mampu mewujudkan kepastian 

hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas tanah secara inklusif. 
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